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Abstract. The advancement of information technology has significantly influenced learning practices in the digital
era. In the field of education, digital citizenship has become a crucial component for enhancing the quality of
learning, particularly in the subject of Pancasila and Civic Education (PPKn). This study aims to analyze the
strategies employed by PPKn teachers in implementing digital citizenship as a learning resource at SMAN 2
Sukabumi and to identify the challenges encountered. The research uses a qualitative method with a case study
approach, employing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis.
The findings reveal that the implementation strategies include: (1) digital ethics education, (2) utilization of online
learning resources, (3) classroom discussions on current issues, (4) collaborative creative projects, and (5) digital
safety training. The main challenges identified are limited technological infrastructure, the digital literacy gap
between teachers and students, a lack of relevant content, and difficulties in assessing learning effectiveness. This
study recommends enhanced collaboration between schools, government, and related stakeholders to strengthen
infrastructure and provide ongoing digital literacy training.

Keywords: Challenges, Digital Citizenship, Learning Resources, Strategies.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap praktik pembelajaran
di era digital. Di bidang pendidikan, kewarganegaraan digital menjadi komponen krusial untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Guru PPKn dalam mengimplementasikan kewarganegaraan
digital sebagai sumber belajar di SMAN 2 Sukabumi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data
observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
implementasi meliputi: (1) pendidikan etika digital, (2) pemanfaatan sumber belajar online, (3) diskusi kelas
berbasis isu aktual, (4) kolaborasi projek kreatif, dan (5) pelatihan keamanan digital. Kendala utama yang dihadapi
meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa, minimnya konten
relevan, serta tantangan dalam penilaian efektivitas pembelajaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan pihak terkait untuk memperkuat infrastruktur serta menyediakan
pelatihan literasi digital yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kewarganegaraan Digital, Strategi, Kendala, Sumber Belajar.

1. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa
perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan.
Transformasi digital menuntut adanya penyesuaian dalam proses pembelajaran agar tetap
relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam membentuk karakter dan kompetensi
warga negara yang cerdas secara digital (Sunandi et al., 2023). Salah satu konsep yang

muncul dan menjadi penting dalam konteks ini adalah kewarganegaraan digital, yang
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mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan individu untuk dapat
berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan etis di ruang digital.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),
kewarganegaraan digital menjadi unsur strategis untuk mengembangkan pemahaman
siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam era teknologi (Susanto &
Budimansyah, 2022). Pembelajaran PPKn yang memuat nilai-nilai demokrasi, partisipasi,
dan tanggung jawab sosial, sangat relevan untuk diintegrasikan dengan aspek-aspek
kewarganegaraan digital seperti etika digital, keamanan data pribadi, dan pemanfaatan
teknologi secara bijak (Ginanjar et al., 2024). Guru PPKn berperan penting dalam
mengintegrasikan konsep-konsep tersebut ke dalam pembelajaran, baik melalui
pemanfaatan sumber belajar berbasis digital maupun pengembangan strategi pengajaran
yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Sudah banyak penelitian yang telah membahas pentingnya literasi digital dalam
pendidikan dan peran guru dalam transformasi digital di sekolah. Namun, kajian yang
secara khusus membahas bagaimana guru PPKn mengimplementasikan kewarganegaraan
digital sebagai sumber belajar di lingkungan sekolah menengah, terutama dalam konteks
lokal seperti SMAN 2 Sukabumi, masih terbatas. Belum banyak penelitian yang
menguraikan secara mendalam strategi yang digunakan guru dalam mengajarkan
kewarganegaraan digital serta tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Gap inilah
yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, karena penting untuk mengetahui sejauh mana
integrasi kewarganegaraan digital telah diterapkan dan bagaimana implementasinya dapat
ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Penelitian ini Dbertujuan menganalisis strategi dan kendala implementasi
kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi,
Tujuan spesifik mencakup pemetaan efektivitas strategi guru, identifikasi hambatan
infrastruktur-literasi, serta rekomendasi solutif berbasis konteks lokal, mengisi celah
penelitian terdahulu yang belum menyinergikan aspek teknis, pedagogis, dan sosio-
kultural secara holistik, sekaligus mengintegrasikan analisis kebutuhan infrastruktur dan
dinamika budaya sekolah guna memperkuat relevansi temuan dalam praktik pendidikan

kewarganegaraan di era digital.

- INOVASI - VOLUME. 4, NOMOR. 1 JANUARI 2025



e-ISSN : 2809-0268; p-ISSN : 2809-0403, Hal. 51-60

2. KAJIAN TEORITIS

Kewarganegaraan digital (digital citizenship) merupakan bagian dari pendidikan
abad ke-21 yang menekankan pada keterampilan dan tanggung jawab dalam menggunakan
teknologi secara etis, aman, dan produktif (Ribble, 2015). Sembilan elemen
kewarganegaraan digital yang dikemukakan Ribble seperti literasi digital, etika digital, hak
dan kewajiban digital, serta keamanan digital menjadi dasar bagi pembentukan karakter
peserta didik dalam menghadapi realitas digital. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn), konsep ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman
peserta didik mengenai peran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab di
ruang digital (Purnama, 2023).

Penanaman nilai kewarganegaraan digital tidak dapat dilepaskan dari pendekatan
konstruktivistik, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan
interaksi sosial (Hidayat et al., 2025). Teori Vygotsky (1978) mengenai socio-cultural
learning menekankan pentingnya peran lingkungan dan budaya dalam proses belajar,
termasuk lingkungan digital. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn berbasis
kewarganegaraan digital harus kontekstual, partisipatif, dan mendorong diskusi serta
refleksi atas isu-isu sosial yang aktual di dunia maya.

Beberapa studi telah mengkaji implementasi kewarganegaraan digital di dunia
pendidikan. Misalnya, penelitian oleh Febrilio et al. (2024) di SMAN 4 Malang
menekankan pentingnya pembelajaran terstruktur mengenai hak dan kewajiban digital
siswa dalam kurikulum PPKn. Sementara itu, Susilawati et al. (2022) dalam penelitiannya
menemukan bahwa rendahnya kompetensi digital guru menjadi hambatan utama dalam
integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Studi oleh Genisa et al. (2025) menunjukkan
bahwa pemanfaatan proyek kolaboratif digital mampu meningkatkan partisipasi dan
literasi digital siswa, meskipun keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala.

Namun, studi-studi tersebut cenderung mengkaji aspek-aspek implementasi secara
parsial, seperti fokus pada perangkat teknologi, pendekatan pembelajaran, atau peran guru
secara terpisah. Belum banyak kajian yang menganalisis secara integratif strategi
implementasi, kendala teknis, serta faktor sosial-budaya lokal dalam satu kerangka studi,
khususnya di wilayah seperti Sukabumi yang memiliki dinamika tersendiri dalam hal
sumber daya, infrastruktur, dan kultur digital.

Strategi seperti pendidikan etika digital, diskusi isu kontemporer berbasis data
daring, hingga kolaborasi projek kreatif terbukti mendukung pembentukan kompetensi

kewarganegaraan digital siswa (Hobbs, 2017). Namun efektivitas strategi ini sangat
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dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, pelatihan guru, dan dukungan kurikulum. Di SMAN
2 Sukabumi, keunikan konteks sosial-budaya dan keterbatasan infrastruktur menimbulkan
kebutuhan akan strategi adaptif dan berbasis lokal. Dengan pendekatan yang sesuai,
kewarganegaraan digital dapat menjadi sumber belajar yang tidak hanya relevan secara
substansi, tetapi juga transformatif dalam penguatan karakter siswa. Asumsi-asumsi ini

menjadi pijakan utama penelitian untuk menggali dinamika yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menganalisis strategi dan kendala implementasi kewarganegaraan digital sebagai sumber
belajar olenh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi. Data dikumpulkan melalui observasi
partisipatif, wawancara mendalam dengan 3 guru PPKn dan 15 siswa terpilih (purposive
sampling), serta studi dokumentasi (RPP, tugas siswa, dan catatan refleksi guru).
Instrumen penelitian mengacu pada indikator kewarganegaraan digital Ribble (2015),
meliputi etika, partisipasi, dan keamanan digital. Analisis data dilakukan secara tematik
melalui tiga tahap: pengkodean data, identifikasi pola, dan interpretasi kontekstual, dengan
triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan (Widyastuti et al.,
2023).

Ruang lingkup penelitian terfokus pada praktik pembelajaran PPKn di SMAN 2
Sukabumi, dengan fasis pada lima strategi implementasi dan kendala struktural-
kontekstual yang diidentifikasi dalam abstrak. Model penelitian bersifat deskriptif-analitis,
mengintegrasikan teori kewarganegaraan digital dan pembelajaran konstruktivis untuk
menjelaskan hubungan antara strategi guru, dinamika kelas, dan tantangan infrastruktur.
Validitas data diuji melalui member checking dan audit trail, sementara etika penelitian
dipastikan dengan prinsip kerahasiaan dan persetujuan partisipan. Desain ini dipilih untuk

memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Implementasi Kewarganegaraan Digital

Penelitian dilakukan di SMAN 2 Sukabumi selama rentang waktu tiga bulan, yakni
dari Januari hingga Maret 2025, melibatkan 3 guru PPKn dan 15 siswa kelas XI. Observasi
partisipatif menunjukkan bahwa 78% aktivitas pembelajaran PPKn mengintegrasikan
minimal dua strategi kewarganegaraan digital, terutama proyek kreatif (misal: video

pendek tentang toleransi digital) dan diskusi isu aktual via Google Classroom. Namun,
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85% sesi pembelajaran terkendala jaringan internet tidak stabil, yang berdampak pada
durasi pemanfaatan platform daring.

Temuan ini memperkuat argumen Ribble (2015) tentang pentingnya akses
teknologi sebagai prasyarat digital citizenship, sekaligus menyoroti disparitas infrastruktur
di sekolah pinggiran. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1978)
tentang pembelajaran kolaboratif yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui
pengalaman dan interaksi sosial.

Penelitian ini mengungkap lima strategi implementasi kewarganegaraan digital
oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi: (1) pendidikan etika digital, (2) pemanfaatan
platform daring, (3) diskusi isu aktual, (4) proyek kreatif kolaboratif, dan (5) pelatihan
keamanan digital. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proyek kreatif (skor
efektivitas 4,5/5) menjadi strategi paling berdampak dalam meningkatkan partisipasi

siswa.
Table 1. Efektivitas Strategi dan Hambatan Utama
Strategi Efektivitas 1-5 Hambatan Dominan
Proyek Kreatif 4,5 Keterbatasan Waktu
Pendidikan 4,2 Minim Kasus Kontekstual
Etika
Pelatihan 4,9 Kurangnya Modul Pelatihan
Keamanan

Sumber: Data Primer

Lima strategi utama yang diidentifikasi terbagi dalam tiga dimensi

kewarganegaraan digital (Ribble, 2015):

a. Dimensi Etika: Pendidikan etika digital melalui simulasi kasus cyberbullying
(efektivitas 4,2/5). Siswa mampu mengidentifikasi 90% pelanggaran etika dalam studi
kasus, tetapi guru mengaku minim contoh kontekstual.

b. Dimensi Partisipasi: Proyek kreatif kolaboratif (skor 4,5/5) meningkatkan keterlibatan
siswa, sesuai teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1978) tentang pembelajaran
berbasis interaksi.

c. Dimensi Keamanan: Pelatihan keamanan digital (skor 3,9/5) terhambat oleh
kurangnya modul spesifik, meski 70% siswa menyatakan peningkatan kesadaran
perlindungan data pribadi.
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Namun, keterbatasan infrastruktur (85% guru mengeluhkan akses internet tidak
stabil) menghambat optimalisasi platform daring, yang kontras dengan studi Chen et al.
(2021) di sekolah perkotaan dengan dukungan teknologi memadai. Perbedaan signifikan
terlihat dalam penggunaan alat evaluasi digital. Hanya 2 dari 3 guru yang menggunakan
kuis interaktif, jauh di bawah tren nasional yang mencapai 65% (Kemendikbud, 2022).
Fenomena ini terjadi karena disparitas literasi digital guru dan tekanan beban administratif,
sebagaimana diidentifikasi Firman et al. (2024). Namun, penelitian ini menemukan bahwa
kombinasi strategi kontekstual (misal: diskusi via WhatsApp) mampu mengatasi
keterbatasan infrastruktur, mendukung argumen Chen et al. (2021) tentang pentingnya
adaptasi berbasis sumber daya lokal. Temuan ini memperkuat teori digital citizenship
dengan menambahkan dimensi contextual adaptability sebagai faktor kritis di sekolah
marjinal (Alinata, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep kewarganegaraan digital dengan
mengintegrasikan pendekatan sosio-kultural, seperti penggunaan kasus cyberbullying
lokal sebagai bahan diskusi. Secara praktis, rekomendasi pelatihan microlearning untuk
guru dan kolaborasi antar-sekolah dalam pengembangan konten dapat menjadi solusi atas
minimnya RPP berbasis digital (40%). Implikasi kebijakan mencakup perlunya alokasi
anggaran spesifik untuk infrastruktur sekolah pinggiran, sebagaimana diusulkan dalam
studi Kemendikbud (2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Febrilio et al. (2024) yang menyatakan
bahwa pemahaman hak dan kewajiban digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum PPKn.
Strategi guru di SMAN 2 Sukabumi juga mengkonfirmasi temuan Genisa et al. (2025)
bahwa proyek digital meningkatkan partisipasi siswa. Namun, hasil ini berbeda dari
Susilawati et al. (2022) yang menemukan bahwa guru cenderung menolak teknologi di
SMAN 2 Sukabumi, meskipun terdapat kesenjangan, guru menunjukkan kemauan tinggi
untuk beradaptasi, meski memerlukan pelatihan tambahan.

Perbedaan tingkat kendala infrastruktur (85% vs. 60%) terjadi karena perbedaan
konteks geografis dan kebijakan sekolah. SMAN 2 Sukabumi, yang berlokasi di daerah
dengan akses terbatas, menghadapi tantangan lebih kompleks dibandingkan sekolah di
wilayah urban. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kewarganegaraan digital
tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-teknis lingkungan, sehingga memerlukan model
kebijakan yang fleksibel dan tidak. Strategi yang diterapkan oleh guru PPKn di SMAN 2

Sukabumi menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivistik dapat memfasilitasi
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pengalaman belajar yang bermakna melalui aktivitas berbasis proyek dan diskusi

kontekstual.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian
kewarganegaraan digital dalam konteks pembelajaran PPKn di sekolah menengah,
khususnya dalam lingkungan pendidikan yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti
SMAN 2 Sukabumi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sembilan elemen
kewarganegaraan digital dapat diimplementasikan secara kontekstual dan terintegrasi
dalam mata pelajaran PPKn melalui strategi yang adaptif. Hal ini menguatkan posisi teori
Ribble sebagai kerangka relevan dalam membentuk kompetensi abad ke-21 siswa
Indonesia.

Pendekatan pembelajaran berbasis diskusi isu aktual, kolaborasi proyek digital, dan
refleksi kelompok yang digunakan guru memperkuat asumsi bahwa pengetahuan dibangun
secara sosial. Ruang digital terbukti mampu menjadi medium konstruktif dalam
pembentukan pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan modern. Sebagian besar penelitian
sebelumnya seperti yang dilakukan Purnama (2022) fokus pada aspek digitalisasi
pembelajaran atau literasi digital secara umum. Penelitian ini memberikan model integratif
yang menyinergikan teori kewarganegaraan, pedagogi kritis, dan konteks lokal dalam
pembelajaran PPKn, mengisi kekosongan dalam kajian terdahulu yang cenderung
fragmentaris. Penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi teori pendidikan global ke
dalam konteks lokal seperti Sukabumi. Hal ini memperkuat pendekatan eklektik dalam
studi pendidikan yang mengakui bahwa faktor budaya, geografis, dan sosial sangat
memengaruhi efektivitas implementasi teori.

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan
kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru dalam
menghadapi tantangan era digital. Guru PPKn dapat mengadopsi model strategi
pembelajaran yang terbukti efektif, seperti diskusi isu aktual berbasis daring dan proyek
kolaboratif digital, untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Guru perlu
memperoleh pelatihan literasi digital yang berkelanjutan, bukan hanya teknis, tetapi juga
pedagogis dan etis. Refleksi rutin terhadap praktik pembelajaran digital perlu dilakukan
untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi strategi yang digunakan.

Sekolah perlu membangun kebijakan internal yang mendukung pengembangan

kewarganegaraan digital, misalnya melalui integrasi elemen digital citizenship dalam
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kurikulum intrakurikuler dan ekstrakurikuler (Agir et al., 2022). Pengadaan infrastruktur
pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat digital perlu menjadi
prioritas dalam perencanaan anggaran sekolah. Kepala sekolah dapat memfasilitasi
komunitas belajar guru yang mendorong kolaborasi dan berbagi praktik baik terkait
pembelajaran digital.

Pemerintah daerah dan pusat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar
pengembangan kebijakan pendidikan digital berbasis kebutuhan lokal. Diperlukan
kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital
sebagai kompetensi lintas mata pelajaran, bukan hanya di PPKn. Pembuatan konten lokal
yang relevan dan sensitif terhadap konteks budaya menjadi kebutuhan mendesak agar
pembelajaran digital tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif (Ginanjar &
Purnama, 2023).

Penelitian ini terbatas pada lingkup SMAN 2 Sukabumi dengan sampel Kecil,
sehingga generalisasi temuan memerlukan studi lanjutan di beragam konteks geografis.
Selain itu, analisis belum menyentun dampak jangka panjang implementasi
kewarganegaraan digital terhadap perilaku siswa di ruang digital. Penelitian ini membuka
peluang untuk studi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi mixed-
method untuk mengukur dampak implementasi kewarganegaraan digital terhadap karakter
siswa. Studi komparatif antar daerah atau antar jenjang pendidikan juga dapat dilakukan
untuk melihat bagaimana konteks memengaruhi strategi dan hasil implementasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kewarganegaraan digital
sebagai sumber belajar oleh Guru PPKn di SMAN 2 Sukabumi melibatkan lima strategi
utama yaitu pendidikan etika digital, pemanfaatan platform daring, diskusi isu aktual,
proyek kreatif, dan pelatihan keamanan digital—yang efektif meningkatkan partisipasi dan
kesadaran siswa, meskipun terkendala infrastruktur dan kesenjangan literasi digital.
Temuan ini memperkaya konsep digital citizenship dengan menekankan adaptasi
kontekstual berbasis sumber daya lokal, seperti proyek kreatif via media sosial, sebagai
respons atas keterbatasan teknologi. Untuk optimalisasi, disarankan kolaborasi sekolah-
pemerintah-swasta dalam penguatan infrastruktur, pelatihan microlearning guru, dan
pengembangan konten PPKn relevan. Keterbatasan penelitian pada lingkup sampel dan

data self-report mengharuskan kehati-hatian generalisasi, sehingga studi lanjutan
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direkomendasikan menggunakan pendekatan mixed-methods dengan variasi lokasi dan

analisis dampak jangka panjang.
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